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BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Repubilk
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ?;

Dengan...



@

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
DAN
BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapk an: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L.

o gt p @

ol

10.
10,
k2.
13.

14,
15.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyclenggara pemerintahan daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Daerah adalah Kabupaten Kupang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.

Bupati adalah Bupati Kupang,

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kupang.

Inspektorat adalah Inspektorat Dacrah Kabupaten Kupang.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kupang.

Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kupang.

Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelaksana teknis Daerah yang mclaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kupang.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; ?

b. intensitas...



intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
cfisiensi;

eficktifitas;

pembagian habis tugas;

rentang kendali;

tata kerja yang jelas; dan

fleksibilitas,

BAB 11
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan
terdiri dari:

Sekretariat Daerah tipe A;

Sckretariat DPRD tipe B;

Inspektorat Daerah tipe A,

Dinas Daerah terdiri dari:

a.

b.
e,
d

=

Dinas  Pendidikan, Kepemudaan dan  Olahraga Tipe A
menyclenggarakan urusan pemcrintahan bidang pendidikan dan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan
urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencanas;

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjnan umum dan
penataan ruang, urusan pemcrintahan bidang perumahan dan
kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan sub urusan
ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dan
sub urusan kebakaran;

Dinas Sosial Tipe A menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyclenggarakan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang
transmigrasi;

. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan pemerintahan
bidang persampahan;

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemecrintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; ?,

10. Dinas...




10. Dinas Perhubungan Tipe A menyclenggarakan urusan pemerintahan
bidang perhubungan;

11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipc A menyclenggarakan urusan
pemcerintahan  bidang  komunikasi  dan  informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang
statistik;

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
menyvelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal,;

13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyclenggarakan urusan
pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang
perpustakaan;

14. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kelautan dan perikanan;

15. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Tipe A
menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan
urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyclenggarakan
urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan
bidang ketahanan pangan;

17. Dinas Peternakan Tipe A menyclenggarakan urusan pemerintahan
bidang pertanian sub Urusan peternakan,

18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Mecnengah Tipe A menyeclenggarakan urusan pemecrintahan bidang
perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan
pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Pcrencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Dacrah Tipe A
meclaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan
daerah dan fungsi penunjang urusan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintcgrasi
di Daerah;

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan
fungsi penunjang urusan Keuangan;

3. Badan Pendapatan Dacrah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan fungsi
penunjang urusan penanggulangan bencana daerah;

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B mclaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
dan

7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi
penunjang urusan pengelola perbatasan daerah.

Pasal 4

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga ditetapkan
Kecamatan sebagai perangkat daerah.
(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: ?

a. Kecamatan...



Kecamatan Semau dengan Tipe A;

Kecamatan Semau Sclatan dengan Tipe A;
Kecamatan Kupang Barat dengan Tipe A;
Kecamatan Nekamese dengan Tipe A;
Kecamatan Kupang Tengah dengan Tipe A;
Kecamatan Tacbenu dengan Tipe A;

Kecamatan Amarasi dengan Tipe A;

Kecamatan Amarasi Barat dengan Tipe A;
Kecamatan Amarasi Selatan dengan Tipe A;
Kecamatan Amarasi Timur dengan Tipe A,
Kecamatan Kupang Timur dengan Tipe A;
Kecamatan Amabi Oefeto Timur dengan Tipe A;
Kecamatan Amabi Oefecto dengan Tipe A;
Kecamatan Sulamu dengan Tipe A;

Kecamatan Fatuleu dengan Tipe A;

Kecamatan Fatuleu Barat dengan Tipc A;
Kecamatan Fatuleu Tengah dengan Tipe A;
Kecamatan Takari dengan Tipe A;

Kecamatan Amfoang Selatan dengan Tipe A;
Kecamatan Amfoang Barat Daya dengan Tipe A;
Kecamatan Amfoang Utara dengan Tipe A;
Kecamatan Amfoang Barat Laut dengan Tipe A;
Kecamatan Amfoang Timur dengan Tipe A; dan
Kecamatan Amfoang Tengah dengan Tipe A.
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Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(1)
(2

(3)

(1)

()

BAB Il
PEMBENTUKAN UPTD

Pasalb

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
dari perangkat dacrah induknya.

Pembentukan UPTD ditctapkan dengan Peraturan Bupati setelah
dikonsultasikan sccara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat.

Pasal 7

Sclain UPTD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Urusan
Pemerintahan bidang pendidikan terdapat UPTD berupa satuan
pendidikan Daerah.

Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbemtk
satuan pendidikan formal dan non formal. ?

Pasal 8...
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(1)

(2)

(1)

(2)
)

(4)

Pasal 8

Sclain  UPTD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Urusan
Pemerintahan bidang keschatan terdapat UPTD berupa:

a.  rumah sakit umum dacrah scbagai unit organisasi bersif: at khusus; dan
b. pusat keschatan masyarakat scbagai unit organisasi bersifat fungsional,
yang memberikean layanan  sccara profesional.

Rumal sakit umum Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bersifat otonom dalam penyclenggaraan tala kelola rumah sakit dan tata
kelola klims scrta mencrapkan pola pengcelolaan keuangan BLUD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB IV
STAFAHLI

Pasal9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli yang
bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Dacrah.

Staf ahli scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan.

Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
Untuk membantu pclaksanaan tugas staf ahli Bupati dapat dibentuk 1
(satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/
lata usaha.

Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka,

a.

d.

Perangkat Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan
tctap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai susunan organisasi dan
tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian fugas dan
fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pcrangkat Daerah berdasarkan
Peraturan Dacrah ini.

UPTD yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,
tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diletapkannya Peraturan
Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru,

Pejabat yang ada pada Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, tctap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya
sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Dacrah ini.

Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan paling
lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 7?

BAB VL...
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku maka:

a.

h.

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Swadana Daerah Peralatan
dan Perbekalan Kabupaten Dati Il Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten
Dati 1l Kupang Tahun 1997 Nomor 74 Seri D Nomor 74);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dacrah dan Staf Ahli Bupati Kupang
(Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Kupang Nomor 003);

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor S
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sckretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 004);

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang
(Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005);

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan
Dacrah dan Lembaga Tecknis Dacrah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 006);

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kupang (Lembaran Dacrah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 007);

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah
Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008
Nomor 542 Seri D Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit umum Dacrah Naibonat Kelas C
Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011
Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kupang
(Lembaran Dacrah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 009);

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang 1;9

(Lembaran...



(Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Kupang Nomor 6);

k. Peraturan Dacrah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Pcraturan Dacrah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah Kabupaten
Kupang (Lembaran Dacrah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kupang Nomor 3); dan

1. Peraturan Dacrah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Dacrah ini harus ditctapkan paling lama
1 (satu) tahun scjak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kupang,

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 01/2025 ?

PENJELASAN...



L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAIERAH

UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856) membawa perubahan yang
signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip
tepat fungsi dan tepat ukuran (righhsizing) berdasarkan beban kerja yang
sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. hal ini sejalan dengan
prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektifidan efisien.

Dalam rangka mewujudkan perangkat daerah sesuai dengan prinsip
desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas
efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang
jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan
pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah,
jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas
sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui
perangkat daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten
Kupang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kupang. Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat dacrah
sesuai hasil pemetaan urusan, susunan perangkat daerah ditinjau kembali
Peraturan Daerah yang telah disebutkan diatas. ?

Dengan...



1.

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan
kebutuhan pelayanan pada tiap scktor kclembagaan, maka perlu dilakukan
restrukturisasi perangkat dacrah dengan tetap mengedepankan prinsip
hemat struktur kaya fungsi keclembagaan. Selanjutnya berdasarkan
rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 0008.5/21/B01.2
tanggal 20 Marcet 2025 tentang Rekomendasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten Kupang diberikan pesertujuan kepada Bupati Kupang untuk
meclakukan penataan  kelembagaan  Perangkat Dacrah  sesuai  dengan
karakteristik, kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kupang.
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah” adalah Perangkat Daerah yang dibentuk
untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.

Hurufb
Yang dimaksud dengan asas “intensitas urusan pemerintahan
dan potensi daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan
Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk
melaksanakan suatu urusan pemcrintahan atau volume beban
tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan
pemerintahan,

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat
daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan
Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat
guna dan berdaya guna.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah
pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah
dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada
lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan
jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat
Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja

bawahan. ?

Huruf g...



(]

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas“ adalah
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Dacrah dan unit kerjn
pada Perangkat Dacrah mempunyai hubungan kerja yang jelas,
baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan
tugas dan fungsi Pcrangkat Dacrah dan unit kerja pada
Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas
dan fungsi yang diamanatkan olch Ketentuan peraturan
perundang-undangan  sctelah peraturan pemerintah  ini
ditetapkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan tipe A adalah ukuran atas intensitas atau
beban tugas utama pada sctiap urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Dacrah
dengan beban kerja yang besar.

Yang dimaksud dengan tipe B adalah ukuran atas intensitas atau
beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Dacrah
dengan beban kerja yang scdang.

Yang dimaksud dengan tipe C adalah ukuran atas intensitas atau
beban tugas utama pada sctiap urusan pemerintahan yang men jadi
kewcenangan daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Dacrah
dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukupjelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
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